WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALl KOTA BOGOR
NOMOR 700/ Kep. 1013-1tda/202 |

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Menimbang

Mengingat

KOTA BOGOR TAHUN 2022
WALI KOTA BOGOR,

bahwa Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar Kota Bogor telah ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota Nomor 700.45-978 Tahun 2020
tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar Kot Bogor sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 700/KEP.
365.1-1TDA/2021 tentang Perubahan Atas Lampiran
Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 700.45-978
Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar Kota Bogor;

bahwa dengan adanya pérubahan susunan anggola
tim dan adanva perubahan nomenklatur, maka
Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;

bahwa bendasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf & dan  huruf b,
perfu  menetapkan  Keputusan  Wali  Kota
tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar Kota Bogor Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999
tentang Penvelenggaraan Negara vang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomeor 75, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 31  Tahun 16999
tenitang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 1874) sehagaimana telah
diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan At
Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1‘?9'3.‘
tentang Pemberaniasun Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Momor 134, Tambahan Lembaran e gnra
Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002
tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 168);

Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4401];

Undang-Undang  Nomor 34 Tahun 2004
tentang Tentarae Nasional Indonesia (Lembaran
Megara Republik Indonesia  Tahun 2004
Nomar 127, Tambahan Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Nomor 4439},

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesgia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kal
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3674);

Undang-Undang ~ Nomor 30 Tuhlm 2014
tentang  Administrasi Pemerintahan  (Lem! :
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomaor
Tambahan Lembaran Megara Republik Indo
Hmmrsﬁm],
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9. Peraturan Pemerintah  Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin  Pegawai Negeri Sipll (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2021 Nomaor 202,

Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesis
Nomor 67 18)

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2016 tentang Satusn Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 202);

11, Permturan  Presiden Nomor 54  Tahun 2018
tentang Stralegl Nasional Pencegahan Korupsl (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negari
dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuu Wilaysh Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah, sebagaimana telah diubah  dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomaor 10
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri  Pendayvagunaan  Aparatur  Negara  dan
Reformasi  Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona  Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Hirokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instans
Pemerintah;

13. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomaor 1438);

14, Peraturan Dasrah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021
Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017
Nomor 3 Seri E);

16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 144 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 144),

MEMUTUSKAN:

KESATU © Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Kota Bogor Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan,
Umian Tugas, dan Struktur Organisasi sebagaimana
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KEDUA

KETIGA

KEEMFAT

: Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber

Pungli] sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyal  tugas  melaksanakan pencegahan  dan
pemberantasan  pungutan  lHar secara tegas, terpadu,
efektil, dan efisien di Kota Bogor berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugss sebagaimana dimaksud pada

Diktum KEDUA Satgas Saber Pungh menyelenggarakan

lungsi:

a4  pembangunan BislEm pencegahan dan
pemberantasan pungutan

b. pengumpulan data dan informasi dari pihak terkait
dengan menggunakan teknologl informas;

. perencanaan, pengkoordinasian, dan pelaksanasn
operast pemberantasan pungutan liar;
pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan;
pemberian rekomendasi kepada pimpinan untuk

memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar

sesual ketentuan peraturan  perundang-undangan;
dan

f.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanann pemberantasan PUnguLan liar
di kota Bogor,

: Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungh  melaporkan

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Ketua
Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Jawa Barat melalui Wali Kota Bogor.

: Ketna Pelaksana Satgas Saber Pungli sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat menunjuk
Bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan
Keputusan Ketua Pelaksana.

: Ketua Satgas Saber Pungli menetapkan Standar Biaya

dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan
pungutan liar sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangar,

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Saber Pungh
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan
Diktum KETIGA dibiayvai darl Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber lainnya yang sah
dan tidak mengikat,
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REDELAPAN : Dengan ditetapkannys  Keputusan Wali Kota  ini,

maka Keputusan Wali Kotn Bogor Nomor 700,45-978
Tahun 2020 tertang Pembentukan Satuan Tugas Sapu
Bersih  Pungutan Liar Kota Bogor dan  Keputusan
Wall Kot Bogor Nomor 700/KEP.365 1-1TDA/ 2021
tentang  Perubahan  Atas  Lampiran  Keputusan
Wali Kotn Bogor Nomor 70045978 Tahun 2020
tentang Pembentulan  Satusn  Tugas Sapu  Bersth
'I;Eun:utlh Linr Kota Bogor dicabut dan dinyatakan tidak
rlaku,

KRESEMBILAN © Keputusan Wali Kota ini mulal berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di Kots Bogor
pada tanggal 31 Desember 2021

Tembusan disampaikan kepada Yth

B8 -

0% oW

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

. Kepala Badan Intelejen Negara;
. Cubernur Jawa Barmat;

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Provinsi Jawa Barat;

Kepala Kepolisian Resor Kota Bogor Kota;

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor;

Komandan Detasemen Poliai Militer [11/ | Bogor;

Komandan Distrik Militer 0606 Kota Bogor,

Kepala Daerah terkait

di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor,
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LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR  : 700/Kep. 1013-1tda /2021

TANGOAL : 31 Desernber 2021

TENTANG . PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KOTA BOGOR TAHUN 2022,

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
SATOAS SABER PUNGLI KOTA BOGOR

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

L,
1.
1.
V.
V.

V1.

VIL

VIIL
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XIv.

Penanggung Jawab
Walkil Penanggung Jawab |

Wakil Penanggung Jawab 11

Wakil Penanggung Jawab :

Wakil Penanggung Jawab :

v
Wakil Penanggung Jawab ¥

Wakil Penanggung Jawab @

8
Ketua Pelaksana

Wakil Ketua Pelaksana 1
Wakil Ketua Pelaksana [l

Walkdl Ketua Pelaksana (11
Wakil Ketua Pelakuana IV
Sekretaris

Staf Sekretariat/ Anggota

Wali Kota Bogor

Kepala Kepolisian Resor Kota
Bogor Kota .
Kepala Kejaksaan Negen
Kota Bogor

Wakil Wali Kota Bogor

Komandan Detasemen  Polisi
Militer 111/ 1 Bogor

Komandan Distrik Militer 0606
Kota Bogor

Sekretaris Daerah Kota Bogor

Wakil Kepala HKepolisian Resor
Kota Bogor Kota

Inspektur Daerah Kota Bogor
Kepala Seksi Iniel  pada
Kejaksaan Megeri kota Bogor
Wakil Komandan Detasemen
Polisi Militer [11/1 Bogor

Kepala Pos Daerah  Badan
Intelijen Negara Kota Bogor
Asisten Pemerintahan dan

Kesejahternan Rakyat Sekretariat

Daerah Kota Bogor

1} Kepala Badan Perencanaan

; Pembangunan Daerah

Kota Bogor

2} Kepala Badan Keuangan dan
Asel Daerah Kota Bogor

3} Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretanat Daerah

Scannad with CamEcanmer



M. Bendahara/ Anggotn

XVI. Pembantu
fAnggota

Hendabarn

AV Relompok Kerjn [POJKA)
1. Polga Unit Intelpen
a Ketun

b,  Anggota

71 Kepaln Sub Baglan
Administrasd Umum  dan
Keunngan pada Inepekiorat
Daerah Kota Bogor

M i Nutlnelah, S.AP
[Auditor pada Inspelktorst
Daernh Kolis Bogor)

Tarkum, 3 AF

(Kepala Bub Bagan Permwatan

Personel Dagian SOM Kepolisian

Resur Kota Bogor Kota)

M. Aldin Suryanats, A Md

(Kepila  Sub  Sekmi  Venif

Repolislan  Resor  Kota  Bojgor

Kavin|

Kepala Satunn Intelejen

Keamanan Kepolisian Resor Kota

Bogor hota

1] Warsono  [Anggots Pos
Daerah  Badan  Inteljen

Negara Kota Bogor)

2]  Supandi
|Anggota Pos Daerah Badan
Intelijen Negara Kota Bogor)

d) PELTU Demi
{Bagian Penyehdikan dan
Pengamunan Detasemen
Polisa Militer 111/ 1 Bogor]

4 IPDA Suharsono
[(Wakil Kepala Satuan
Intelijen Keamanan
Kepolisian Resor Kota Bogor
Kota)

5) BRIPKA Anton Suharmiko
|Anggota Satuan lﬂtﬂ'lijﬂ'l
Keamanan Kepolisian Resor
Kota Bogor Kota)

6 AIPTU Joko Slamet
!K:puh Sub UnitUnit 1
Inteljen Keamanan
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4. Polga Unit Pencegahian

a8, Ketua

b Anggota

1. Pokja Unit Penindakan
a. Keotua

b. Anggota

Sekretarts  Inapektornt  Daerah
Kota Bogor

2)

3]

4

5)

3]

7

B

Kepaln Sub Bagian Hulum
padn Kepolisian Resor Kota
Bogor Kot

Kepala Selosl Pengawas pada
Kepalistan Henor Kata

Bogor Kota

Baitul Amru, 5.H.

{Jaksa Fungsional Umum
Kejuksaan Negeri Kota Bogor

Abram Nami Purra, 5 H.
(Jaksa Fungsional Umum
Kejaksaan  Negemn  Kota
Bogar)

Imspekiur Pembantu l
pada  Inspektorat  Dacrah
Kota Bogor

Inspektur Pembantu il
pada Inspektornt [hasrah
[Kotn Bogor

Inspektur  Pembantu 1
pada [nspektorat Daerah
Kota Bogor

Inspektur Pembantu Khusus
pada Inspektorat Daerah
Kota Bogor

Kepala Satuan Reserse Kriminal
Kepolisian Resor Kota Bogor Kota

1

2]

3l

Wakil Kepala Satuan Reserse
Kriminal Kepolisitan Resor
Kota Bogor Kota

AIPTU Uan Jubana

(Angeota Unit Operasional
pada Kepolisian Resor Hota
Bogor Kota)

BRIPKA Medi

(Anggotn  Unit  Operasional
pada Hepolisinn Resor Kota
Bagor Kota)

IPDA H.8, Hambali, S.H.
{Pejabat Sementari Kepala
Seksl Profesi dan

Kepolisian Resor Kota Bogor
Kota
mmmwm

G e

mﬁﬁ#ﬂuﬁrﬁﬂﬁ
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5 Essadendra Aneksa, 3 H.
[WJaksa Fungsional Umum
pada Kejaknaan MNegen
Kota Bogor)

6] Kapten CPM SBusilo
(Perwira Polisd Penegakkan
Hukum pada Detasemen
Polias Militer [11/1 Bogor)

7' Yulia Anita Indrianingrum,
S5 H. MSc
Analis Hukum Ahli Muda
padsd Bagian Hukum
dan Hak Asasi Manusa

Sekretariat Dacrah
Kota Bogor
4. Pokja Unit Yustisi :
a. kKetua : Kepala Seksi Pidana Khusus
Kejaksaan Negeri Kota Bogor
h. Anggota - 1} Kepala Unit Sidik Reserse

Kriminal Kepolisinn Resor
kota Bogor Kota

2} 1PDA Tony Barasenjaya
{Anggota Unit Sidik Reserse
Kriminal pada Kepolisian
Resor Kota Bogor hota)

3  AIFTU Lubis Efendi
(Kepala Sub Unit | Tindak
Pidana Rorupsi Satuan
Feserse  Hriminal pada
Kepotisian Resor Kota
Bogor kotal

4] Bertha Wahyuningsih, 8.H.
[Jaksa Fungsional Umum
pada  HKejaksann  Negen
Kota Bogor|

5] Wardianto, S.H.
(Jaksa Fungsional Umum
pada  Kejaksaan  Negeri
Kota Bogor

6] Roni Ismail, S.H.
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8) SERDA M. Fenji

(Bagian Unit [V Satuan

Pelaksana Penegakkan
Hukum dan Pengawalan

pada  Detasemen  Polis
Militer 111/ 1 Bogor}

9] LETTU INF. Sunari
(Anggota pada Komando
Distrik Milizer 0606
Kota Hogor)

B. URAIAN TUGAS

Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab mempunyas
tugas mengendalikan dan  memberikan arah  kebijakan
pelaksanaan Satgas Saber Pungh Kota Bogor,

Ketun Pelaksana mempunyai tugas;

a. membual rencana strategi dalam rangka penjabaran
kebijakan dalam pemberantasan pungutan linr di Kota Bogor,

b. melaporkan kegiatan Satgas Saber Pungli Kota Bogor kepada
Wali Kota Bogor secara periodik setiap bulan atau sewakiu-
waktu vang bersifat khusus,

¢. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam remgka
pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan Baigas
Saber Pungli Kota Bogor; dan

d. memberikan komando, pengendalian, dan Ppengawasan
terhadap pelaksansan harian Satgas Saber Fu ngh
Kota Bogor.

Walkil Ketua Pelaksana mempunyvai tugas membantu pelaksanaan

tugas Ketua Pelaksana dan mewakili Ketua Pelaksana dalam hal

Ketua Pelaksana berhalangan hadir.

Sekretaris mempunyai tugas membantu pelaksanaan LUgas Ketua

Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana dalam hal kesekretanatan

dan/atau tugas lain yang diberikan teriait Satgas Saber Pungli

Kota Bogor.

Stal Sekretariat mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas

Selretaris dalam hal administrasi dan verifikast kelengkapan

pertanggungawaban keuangan Satgas Saber Punglh Kota Bogor.

Bendahara mempunyai  tugas  mempertanggungiawablan

keuangan Satgas Saber Pungli Kota Bogor dengan berpedoman

pada rencana kerja dan anggaran Satgas Saber Pungh Rota Bogor

sebagaimana tercantum dalam proposal.

Pembantu Bendahara mempunyai tugas membantu tugas

Bendahara dalam mempertanggungiawabkan keuangan Satuan

Tugas Saber Pungli Kota Bogor dengan berpedoman pada rencana

kerja dan anggaran Satgas Saber Pungli Kota Bogor sebagaimana

tercantum dalam propasal.

Pokja Unit Intelijen mempunyai tugas:

& melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operasi
yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungutan liar;

b. mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi/
data /keterangan vang diperlukan;

{[1]
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c. membanty memb s
. etk it
internal  terhadg E: Penngatan dini atay pengamanan
dilak P kegiatan penegakkan huku
sanakan u,]r.h 2a UKuUm vang
" N Satgas Saber Pungli Kota Bogor dan
EE;‘;“EHHHH adanya upava yang dapat mel uhl-:a ; =
i K ' A P e n aRtpas
f 4 mmhf‘-:“ﬁlllhma Bogor; dan &
' at  laporan  perkemba
penyelidikan serta memp;tﬁk:n :ﬁfﬂﬂ EHH mpmm&:ﬂn:‘r
pelaksanaan : an e _nmr.ntlam atas hasil
Pelak ugas Pokja Unit Intelijen kepada Ketua
"elaksana/Wakil Ketua Pelaksana,
Poiga: Unit PE““’&F'-hﬁn mempunyni tugas melakukan upaya-
Epﬁyﬂ preventif, baik melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihar,
an/atau kegiatan lain dalam rangka mencegah terjadinya
pungutan har,
10. Pokja Unit Penindakan mempunya tugas;

a. melakukan upaya-upaya refresil antara lain operasi tangkap
tangan terhadap para pelaku pungutan liar di selurih
instansi yang memberikan pelayanan pu blik:

b. melaksanakan penindakan terhadap pelaku pungutan liar
sesual ketentuan peraturan perundang-undangar

11. Pokja Unit Yustisi mempunyai tugas memberikan pertimbangan
atau masukan/saran langkah selanjutnya kepada Ketua

Pelaksana/Wakil Ketua Pelaksana terkait dengan hasil

penindakan untuk diproses secara adminstrasi atau pidana.

C. STRUKTUR ORGANISASI : _ =
1. Struktur organisas Satgas Saber Pungli, adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab, membawahkan :
1] Wakil Penanggung Jawah |
2| Wakil Penanggung Jawah 11
3] Wakil Penanggung Jawab ]
4| Wakil Penanggung Jawab IV
5) Wakil Penanggung Jawab V
6) Wakil Penanggung Jawab VI
7) Ketua Pelaksana
b. Ketua Pelaksana, membawahkan .
1] Wakil Ketua Pelaksana |
2| Wakil ketua Pelaksana |1
3| Wakil Ketua Pelaksana Il
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| Penanggung Jawab |

| Wakil Ketua Pelakiana |
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